KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR: W9-A/2039/0T.01.3/7/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN DAN
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

a.

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) yang transparan dan akuntabel, serta untuk
mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi
pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maka periu dibantuk tim
Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Indeks
Persepsi Anti Korupsi;

bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar
lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman; '

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Rirokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya;




Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Tembusan:

8. Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung RI Nomor
2-144/KMA/SKVIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik di Pengadilan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

10.Surat Edaran Menteri Pendayaggunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023,

11. Surat Edaran Plt. Ditien Badilag Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Aplikasi E-Survey Simtalak Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVE! INDEKS PERSEPSI
KEPUASAN PELAYANAN DAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Membentuk Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan dan
indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadiian Tinggi Agama Jakarta
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran | keputusan
ini.

Menetapkan tugas-tugas Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan
Pelayanan dan indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta yang tersebut dalam lampiran Il keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Jakarta
» 17 Juli 2023

1. Yth. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Pit. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.




Lampiran | Keputm;an Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor - WAL DT.oaTR2
Tanggal 1 17 Juli 2023

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN DAN
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Pembina - Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'Sum, S.H. M.H. Drs. Drs.
Penasehat . Drs. H. Damsir, S.H., M.H.
Penanggung Jawab :  Rusl, S.H., M.H.
Koordinator Tim :  Aday, S.Ag, MH.
Sekretaris | :  Hj Nastiti Dewi, S.H.
Sekretaris |l . Dini Muthia Utami, S5.Kom.
Anggota 1. Drs. Mohammad Taufik, M.H.
2 Halwan Nazan, SE, SH, MM
3. H. Bangbang Sri Pancala, SH., Sp.I, M.H.
4_ Lusiah Saragih, S.Ag., M.H.
5. Nurlaelah, S.H.
8. H. Aijuna, SH., MM, MH.
7. H. M. Amiruitah Sholeh, S H., M.H.
8. Dewi Utari, S.E, M.M.
9. Keysha Valendia Ekasari Harahap, S.H.

10. Wafda Lyinna, S H.
11. Asima Naslah Panggabean, S.H.




Lampiran Il Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor D WA TR
Tanggal : 17 Juli 2023

TIM SURVEI PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN DAN PERSEPSI ANTI
KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

. Koordinator TIM:

a. Memastikan semua pelaksanaan survei persepsi kepuasan pelayanan dan
persepsi anti korupsi berjalan dengan baik sesuai jadwal yang dibuat;

b. Melakukan komunikasi kepada seluruh anggota tim dalam melaksanakan
survei;

c. Mengawasi pelaksanaan survei online dan offline;
d. Melakukan rapat persiapan dan penyusunan hasil survei;
e. Memastikan tersusunnya laporan survei;

f. Melaporkan hasil pekerjaan/laporan survei kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta.

. Anggota TIM:
a. Menganalisa hasil data survei menjadi laporan survei;

b. Membuat surat permintaan pengisian kuesioner kepada satuan kerja di
wilayah PTA Jakarta untuk menjadi responden;

c. Memastikan link survei siap digunakan tanpa adanya kendala atau
permasalahan pada sistem;

d. Memantau pelaksanaan kegiatan survei online maupun offline terlaksana
dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditentukan;

€. Membuat buku panduan tentang petunjuk penggunaan pengisian e-survei;
f. Memastikan data yang diperoleh akurat sesuai dengan kondici lapangan;
g. Memastikan data setiap responden terisi secara lengkap;

h. Melaporkan hasil survei kepada koordinator tim.




